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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentimen publik terhadap demokrasi dan kebebasan 
berpendapat di media sosial Twitter. Studi ini menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di 
Drone Emprit Academic. Studi ini menganalisis total 1.388.221 tweet yang terkumpul di Twitter 
dengan tweet “Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
respon masyarakat terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat selama tahun 2021 adalah 
positif dengan 54%, 43% merespon negatif, dan merespon netral sebesar 3%. Dengan demikian 
media sosial menciptakan ruang di mana orang dapat memahami, berbagi, dan interaktif 
menegosiasikan makna protes melalui dialog tentang demokrasi, meskipun data dan informasi yang 
disebarkan melalui media sosial seperti Twitter dapat dianggap tidak dapat diandalkan karena siapa 
pun yang memiliki akun dapat menyebarluaskannya. informasi.  

Kata Kunci: Demokrasi, Kebebasan Berpendapat, DEA, Media Sosial, Twitter 

Abstract 
This study aims to determine public sentiment towards democracy and freedom of opinion on Twitter 
social media. This study analyzes and uses the data available on the Drone Emperit Academic. This 
study analyzes a total of 1,388,221 tweets were collected on Twitter with the tweet “Demokrasi dan 
Kebebasan Berpendapat”. The results of this study indicate that the public response to democracy 
and freedom of opinion during 2021 is positive with 54%, 43% responding negatively, and the rest 
responding neutrally at 3%. Thus, social media facilitates the creation of a space where people can 
understand, share, and interactively negotiate the meaning of protest through dialogue about 
democracy, although data and information disseminated through social media such as Twitter can 
be considered unreliable because anyone with an account can disseminate information.  

Keywords: Democracy, Freedom of Opinion, DEA, Social Media, Twitter 
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A. PENDAHULUAN 
Saat ini perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi berkembang pesat 
dan terbukti memberikan manfaat bagi 
pengguna media sosial. Setiap pengguna 
dapat mengakses informasi hanya dengan 
menggunakan ponsel atau perangkat 
komunikasi lain yang terhubung ke internet. 
Masyarakat dari segala usia dan golongan 
dapat dengan mudah mengakses internet 
sebagai sarana komunikasi dan berbagi 
informasi tanpa batas waktu, salah satunya 
melalui media sosial Twitter. 

Dilihat dari satu aspek, keberadaan 
media sosial dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat 
dapat menggunakan media sosial untuk 
mengekspresikan diri, salah satunya melalui 
penyampaian pemikiran berupa kritik 
terhadap pemerintah. Indonesia adalah pasar 
media sosial terbesar di Asia Tenggara 
dengan lebih dari 79 juta pengguna aktif. 
Selain masyarakat, instansi pemerintah kini 
aktif mengadopsi media sosial sebagai salah 
satu platform komunikasi mereka. Komunikasi 
dua arah terjadi secara terbatas, terutama 
dalam diskusi reguler. Lembaga berbasis 
kebijakan menggunakan media sosial untuk 
menyampaikan informasi, sehingga 
keterlibatan mereka sangat rendah. Meskipun 
agensi mengizinkan komentar dari setiap 
pengikut di halaman Facebook, tidak ada 
kontak antara organisasi dan publik. Pihak 
agensi tampaknya lebih aktif menanggapi 
pesan melalui Twitter. Banyak pengikut berita 
palsu dan buzzer politik di Twitter mendukung 
asumsi bahwa tujuan utama agensi berada di 
Twitter adalah untuk mengirimkan informasi. 
Kurangnya keterlibatan terjadi dalam 
komunikasi kampanye, serta dalam 
komunikasi krisis dan darurat, bentuk 
komunikasi yang mendesak dan krusial (Idris, 
2018). 

Dengan menyebarluaskan informasi 
darurat kepada masyarakat yang terkena 
dampak bencana, platform media sosial 
seperti Twitter memainkan peran penting 
dalam penanggulangan bencana. Ini adalah 
situs paling populer keempat untuk 
menemukan informasi darurat. Banyak 
penelitian telah menyelidiki data media sosial 
untuk lebih memahami jaringan dan 
mengekstrak informasi penting untuk 
mengembangkan rencana mitigasi sebelum 
dan sesudah bencana (Kim & Hastak, 2018). 

Terlepas dari harapan bahwa 
penggunaan media sosial di sektor publik 
hanya akan meningkatkan respons 
pemerintah terhadap warga negara, hanya 
ada sedikit penelitian empiris tentang apakah 
penggunaan media sosial mengarah pada 
praktik administrasi publik yang lebih 
responsif dan bagaimana pemerintah 
menggunakan media sosial untuk 
membangun negara yang berpusat pada 
warga (Eom dkk., 2018). 

Namun dalam praktiknya, banyak 
masalah yang muncul akibat kritik masyarakat 
terhadap pemerintah melalui media sosial. 
Kebebasan berekspresi di media sosial 
mendorong pemilih muda untuk berpartisipasi 
dalam pemilu dan mempengaruhi keputusan 
pemungutan suara dengan menambahkan 
pendapat, berkomentar, berteman, mengikuti 
kandidat, dan dengan mudah membagikan 
tautan dan memposting 'suka'. Kaum muda 
sering digambarkan sebagai orang yang tidak 
tertarik dan bahkan apatis secara politik, 
percaya bahwa mereka tidak akan didengar. 
Namun, kemajuan teknologi telah 
melenyapkan ide ini dengan menghilangkan 
hambatan kebebasan berekspresi. 
Kemampuan memperoleh informasi tanpa 
batas dan berinteraksi di media sosial juga 
mendorong pemilih muda untuk memilih 
(Astuti, 2016). Pertumbuhan kekuatan 
platform online dan media sosial di era digital, 
dan dampaknya terhadap privasi (Kouroupis & 
Vagianos, 2021). Penggunaan media sosial 
secara luas oleh pemilih, partai politik, dan 
kelompok kepentingan sebagai tanggapan 
atas rencana implementasi dan untuk 
mempromosikan nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya (Pal, 2020). 

Munculnya komunikasi media sosial 
telah memaksa pemerintah untuk 
memberikan jawaban rasional atas 
pertanyaan masyarakat melalui media 
sosial(Buso, 2018). Media sosial saat ini 
menjadi yang terdepan, sehingga 
memudahkan masyarakat untuk berinteraksi. 
Ulama pun merespon positif dengan 
mengungkapkan dukungannya terhadap 
kebebasan berpendapat dan berekspresi di 
media sosial (Sreeramulu, 2018). 

Kebebasan untuk membentuk dan 
bergabung dengan organisasi, kebebasan 
berekspresi, hak untuk memilih, kesesuaian 
untuk bersaing dalam jabatan publik, hak 
pemimpin politik untuk mendukung dan 
memilih, sumber informasi alternatif, dan 
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pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil 
adalah semua karakteristik demokrasi, 
menurut Dahl (Hayes & Zashin, 1975). 
Pasang surut gerakan reformasi media yang 
terlupakan dalam mencari alternatif dan jalan 
yang belum dijelajahi. Diperlukan berbagai 
kebijakan untuk menata ulang media 
berdasarkan nilai-nilai demokrasi untuk era 
digital, baik sekarang maupun yang akan 
dating (Pickard, 2014). Demokrasi 
menyediakan kerangka kerja untuk 
menganalisis berbagai kualitas tekstual 
dokumen konstitusional (Gammelgaard & 
Holmøyvik, 2014). 

Sepuluh dari dua belas negara terbesar 
di dunia secara demokratis. Namun, politik di 
bawah tingkat nasional mengungkapkan pola 
liberalisme yang mendorong batas-batas 
penelitian dan pengawasan demokrasi 
(Behrend & Whitehead, 2016). Praktik 
disinformasi yang diadopsi pada tahun 2018, 
ditandatangani oleh platform online seperti 
Facebook, Google, Twitter, dan Mozilla, 
adalah pesan untuk kesehatan masyarakat 
dan demokrasi (Đukanovic, 2021).  

Akibatnya, terutama selama kampanye 
pemilu, platform online harus lebih transparan 
tentang informasi yang mereka simpan. 
Setelah itu, akan ada diskusi literasi informasi 
dan media sosial. Akhirnya, artikel ini 
menyimpulkan bahwa ruang lingkup undang-
undang informasi baru, yang dibatasi oleh 
kebebasan berekspresi, tetap ada. Dia 
berpendapat bahwa mendeteksi informasi 
palsu oleh pengguna platform adalah metode 
untuk mengurangi dampak informasi tersebut 
pada debat pemilu (Couzigou, 2021). Protes 
sering mengilhami perubahan sosial yang 
positif dan meningkatkan perlindungan hak 
asasi manusia sepanjang sejarah, dan 
mereka terus membantu mendefinisikan dan 
melindungi ruang sipil di semua bagian dunia 
(Kisom, 2021). 

Kebebasan berekspresi, sebagaimana 
dijamin oleh konstitusi, layak mendapat 
pengakuan atas peran penting yang 
dimainkannya dalam demokrasi konstitusional 
(Watney, 2020). Dalam dunia hak asasi 
manusia saat ini, Internet telah menjadi salah 
satu isu terpenting yang mempengaruhi 
kebebasan berekspresi. Sejak awal abad 
kedua puluh satu, perubahan dramatis telah 
terjadi di sektor media, khususnya; media 
sosial kini telah melampaui dominasi media 
tradisional. Ketersediaan informasi yang 
berkelanjutan dari Internet memungkinkan 

warga negara untuk menjadi lebih 
berpengetahuan tentang urusan negara, dan 
dengan demikian Internet dapat 
meningkatkan hubungan antara warga negara 
dan aktor negara. Meskipun ada tantangan 
kebebasan berekspresi di Internet yang dapat 
ditemukan di negara-negara demokrasi atau 
bahkan demokrasi yang sudah mapan di 
seluruh dunia. Namun, makalah ini bersifat 
deskriptif, untuk menguji dampak dan proses 
Internet terhadap kebebasan berekspresi, dan 
mendefinisikan kebijakan dan tindakan terkait 
Internet, dan bagaimana mereka dirancang 
untuk mengontrol kebebasan berekspresi di 
semua negara. keliling dunia (Momen, 2020). 

Aktivitas politik, seperti mempromosikan 
perdamaian atau demokrasi, dan ekspresi 
pendapat dan perbedaan pendapat, agama, 
atau kepercayaan akibatnya, warga yang 
mengirim SMS, email, atau forum tertutup 
lainnya disamakan dengan mereka yang 
menulis pembaruan status. di Twitter, dinding 
Facebook, dan platform media sosial lainnya 
(Saraswati, 2019).  

Efek yang lebih luas dari operasi cyber 
pada politik, sipil, dan hak asasi manusia telah 
diselidiki dalam literatur keamanan cyber; 
serangan siber telah merusak kebebasan 
berekspresi dalam konflik Ukraina dan konflik 
politik lainnya; konsep pemaksaan tidak cukup 
untuk menjelaskan dampak sosio-psikologis 
dari operasi cyber modern (Burton, 2019). 

Pemerintah di seluruh dunia mengatur 
informasi media sosial untuk memerangi 
berita palsu. Namun, ada risiko penyebaran 
informasi yang tidak terkendali akan 
berdampak lebih besar karena pengaruh 
berita palsu dan menyesatkan (Vese, 2021). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengkaji sentimen di jejaring media sosial 
untuk meningkatkan responsivitas 
pemerintah. Oleh karena itu, kami 
mengadopsi analisis jaringan Twitter. Hal ini 
dilakukan karena jaringan Twitter 
berkontribusi dalam meningkatkan 
responsivitas pemerintah dengan 
memungkinkannya mengatasi keterputusan 
antara warga dan pemerintah daerah, serta 
asimetri informasi antara pejabat publik, dan 
warga. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Artikel ini menggunakan data sekunder 
dalam hubungannya dengan pendekatan 
media sosial, khususnya Twitter. Analisis 
Sentimen, seperti yang disajikan dalam Drone 
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Esprit, digunakan oleh penulis. Website 
Universitas Islam Indonesia menampilkan 
data dan analisis media sosial tentang 
beberapa isu sosial yang menarik dengan 
menggunakan Artificial Intelligence (AI). Alat 
berbasis AI memainkan peran yang semakin 
penting di media, dari alat pintar yang 
membantu peneliti menganalisis data secara 
otomatis melalui alat yang mereka gunakan 
(Helberger dkk., 2020). Penulis juga 
menelusuri artikel bereputasi melalui aplikasi 
Publish or Perish untuk referensi artikel 
dengan kata kunci demokrasi dan kebebasan 
berpendapat dari berbagai perspektif. 

Penelitian ini memanfaatkan data 
Twitter yang di-crawl oleh aplikasi Ismail 
Fahmi (Fahmi, 2018), Drone Emprit Academic 
(DEA). "Demokrasi dan Kebebasan 
Berpendapat" adalah kata kunci yang 
digunakan untuk penyajian data. DEA 
mengumpulkan percakapan dari 1 Januari 
2021 hingga 1 Desember 2021. DEA 
memperoleh data melalui Antarmuka Program 
Aplikasi Twitter. Untuk mengambil data ini 
melalui panggilan API, gunakan metode 
berikut: {"id":1219,"name":"Demokrasi dan 
Kebebasan Berpendapat","start_date":"2021-
1-1","end_date":"2021 -12-
31","data":{"neg":594325,"pos":746721,"net":
46853}}. 

Penelitian ini mengkaji semua tweet 
yang diproses, opini publik tentang 
“Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat” 
diselidiki (termasuk mention, retweet, dan 
balasan). Mesin DEA menentukan apakah 
emosi utama itu positif, negatif, atau netral 
dengan menganalisis frekuensi kata dan 
suasana hati Twitter. Algoritme penginderaan 
DEA dibuat menggunakan metode 
pembelajaran mesin, dan hasilnya 
diinterpretasikan menggunakan 
pengklasifikasi probabilistic (Fahmi, 2017). 
Saat ini, penyedia layanan Telekomunikasi 
menghasilkan banyak catatan data. 
Pemahaman yang jelas tentang pelanggan 
mereka adalah kunci keberhasilan institusi 
mana pun. Untuk menganalisis perilaku dan 
hubungan antara pelanggan, analisis jaringan 
biasanya digunakan untuk mendeteksi 
influencer dan komunitas bersama di media 
sosial (Werayawarangura dkk., 2016). 
Analisis jaringan bukanlah teori formal dalam 
sosiologi melainkan strategi untuk menyelidiki 
struktur sosial (Otte & Rousseau, 2002). 

 
 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam perkembangannya, media sosial 

menjadi tren baru bagi masyarakat untuk 
mengkomunikasikan tujuan politiknya. Media 
sosial dipandang sebagai cara paling efektif 
dan praktis untuk menyampaikan ide dan 
sudut pandang untuk mengkritisi suatu 
kebijakan pemerintah. Hal ini erat kaitannya 
dengan kemudahan situs media sosial yang 
dapat diakses melalui perangkat mobile. Pada 
awalnya, media sosial hanya sebagai wahana 
jejaring sosial, tetapi juga digunakan sebagai 
media dalam demokrasi. Pengguna 
memutuskan bagaimana menggunakan 
teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari mereka. Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh CK Jha dan Kodila-Tedika 
mengeksplorasi hubungan antara media 
sosial dan demokrasi di lebih dari 125 negara 
di dunia (Jha & Kodila-Tedika, 2020). 

Selama periode penelitian ini, 1.388.221 
sebutan dikumpulkan di Twitter. Gambar 1 
menunjukkan bahwa mentions paling banyak 
dilakukan pada tanggal 4 April, 27 Mei, dan 
mencapai puncaknya pada tanggal 15 Juli 
2021. 

 
Gambar 1. Menyebutkan berdasarkan 

tanggal 
Pada Gambar 1, tren kicauan warga 

dunia maya terlihat merespons berbagai 
kebijakan terkait isu demokrasi dan 
kebebasan berpendapat di media Twitter. 
Negara yang paling banyak memberikan 
komentar mengenai masalah ini adalah 
Indonesia dan Turki. Isu yang dikomentari 
banyak pengguna Twitter di Indonesia sangat 
beragam, mulai dari isu SARA hingga 
pembubaran organisasi Front Pembela Islam 
(FPI) oleh pemerintah, serta komentar netizen 
tentang sebagian besar media sosial di 
Indonesia yang melakukan propaganda, 
menghasut dan memecah belah bangsa. 

Sementara komentar dari negara Turki 
paling sering menanggapi kebijakan Presiden 
Turki Recep Tayyip Erdogan setelah 
mengumumkan pembukaan Pulau Demokrasi 
dan Kebebasan di laut dekat Istanbul pada 
tahun 2021. Menurut Erdogan, ia telah 
memberi pulau itu identitas baru. Yassiada, 
salah satu Kepulauan Pangeran, terkenal 
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dengan penutupan militer dan kudetanya 
pada tahun 1960. Pulau ini berganti nama 
menjadi Pulau Demokrasi dan Kebebasan 
pada tahun 2013. Yassiada, yang terletak di 
Laut Marmara, Istanbul, dianggap sebagai 
momen terburuk dari demokrasi Turki. Hal 
inilah yang membuat warga Turki memberikan 
sentimen yang beragam dalam menanggapi 
kebijakan pemerintah Turki. 

Adapun analisis tren sentimen 
demokrasi dan kebebasan berpendapat tahun 
2021. Pada tanggal 16 Juni 2021, 17 Juni 
2021, sentimen tersebut merupakan 
keseimbangan antara positif dan negatif, 
seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini: 

 
Fugure 2. Tren Sentimen 

Penggunaan media sosial yang tepat 
dalam mempromosikan dan mempertahankan 
demokrasi partisipatif di abad ke-21 memiliki 
potensi untuk memperdalam dan 
mengkonsolidasikan demokrasi terlepas dari 
pertumbuhannya (Isaac Adegboyega & 
Adesola Samson, 2015). Media sosial 
memfasilitasi penciptaan ruang di mana orang 
dapat memahami, berbagi, dan secara 
interaktif menegosiasikan makna tentang 
protes melalui dialog(Ucok-Sayrak & Deiuliis, 
2020). 

Prosedur klasifikasi menentukan 
apakah tweet termasuk dalam kelas positif, 
yang meliputi pujian, rekomendasi, umpan 
balik, dan refleksi perasaan positif seperti 
kepuasan, kesenangan, dan kegembiraan. 
Sedangkan kelas negatif meliputi keluhan, 
sindiran, kritik, dan ekspresi emosi negatif 
seperti marah, kesal, dan kecewa. Temuan 
pelabelan ditunjukkan pada Gambar 3 dan 4 
di bawah ini: 

  
Gambar 3. Contoh penyebutan positif 

Gambar 3 di atas menggambarkan tweet 
positif tentang demokrasi dan kebebasan 
berpendapat, seperti yang terlihat pada 13 

November dan 6 Desember 2021. Platform 
media sosial yang digunakan secara interaktif 
ditampilkan dan menggambarkan bahwa 
pengguna berkomunikasi secara interaktif dua 
arah setelah satu tahun momentum positif 
(Chahine & Malhotra, 2018). Sedangkan tweet 
negatif dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah 
ini: 

 

 
Gambar 4. Contoh penyebutan negatif 

Gambar 2 dan Gambar 4 di atas 
menunjukkan bahwa tweet paling negatif 
dibuat oleh netizen pada tanggal 27 Mei dan 
15 Juli 2021. Akibatnya, perasaan tidak 
menyenangkan itu dilebih-lebihkan, dan 
sentimen negatif yang sebenarnya lebih dari 
yang terekam. Gambar 5 menunjukkan bahwa 
mood publik terhadap demokrasi dan 
kebebasan berpendapat 54% merespon 
positif, 43% merespon negatif, dan sisanya 
3% merespon netral dari 1 Januari hingga 31 
Desember 2021, sebagai berikut: 

 
Gambar 5. Persentase Sentimen Publik 

Gambar 5 menunjukkan sentimen 
positif mendominasi, namun tidak jauh 
berbeda dengan sentimen negatif terhadap 
demokrasi dan kebebasan berpendapat. 
Namun, ada juga banyak bukti yang 
menantang hubungan media sosial-
demokratis. Seperti yang dikatakan narasi 
populer, siapa pun yang memiliki koneksi 
internet dan akun Twitter dapat membuat 
berita (Kalpokas, 2016). Platform Twitter 
memainkan peran penting dalam 
memobilisasi dan menghubungkan pengguna 
media sosial (DEMIR, 2020). Media dalam 
menjalankan kebebasan berekspresi sangat 
penting untuk mengkomunikasikan pikiran, 
pandangan, gagasan, filosofi, cita-cita, dan 
kegiatan (Hudoch, 1999). 
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Media sosial mengubah lanskap 
media informasi dan praktik ruang redaksi. 
Mereka diukur dengan analitik media sosial, 
dalam hal siapa yang menggunakan konten 
media sosial, di mana mereka berada, apa 
yang mereka lakukan dengannya, dan 
bagaimana konten tersebut beredar di 
jaringan (Makay, 2017). Meskipun media 
sosial mendemokratisasikan akses ke 
informasi, platform itu sendiri pada dasarnya 
tidak demokratis atau non-demokratis, tetapi 
merupakan alat yang dapat digunakan aktor 
politik untuk berbagai tujuan, termasuk, 
secara paradoks, tujuan yang tidak liberal 
(Tucker et al., 2017). 

Dalam beberapa tahun terakhir, 
tanggung jawab platform media sosial 
terhadap penggunanya dan masyarakat luas 
telah menjadi isu politik utama. Namun, 
respons regulasi terhadap krisis media sosial 
sebagian besar masih belum memuaskan. 
Selain itu, gagasan media sebagai ruang 
'kebebasan institusional' dapat diterapkan 
pada tantangan masa kini dan dapat 
digunakan untuk memperkuat fungsi 
demokrasi media sosial (Wischmeyer, 2019). 
Mengingat sifat media baru yang partisipatif, 
interaktif, dan hemat biaya, mereka telah 
menjadi instrumen yang sesungguhnya untuk 
memperdalam cita-cita dan proses demokrasi 
dalam hal berbagi informasi, pemantauan, 
dan evaluasi proses pemilu, mengurangi 
ketegangan dan kecemasan yang terkait 
dengan pemilu, memastikan dan bahkan 
menegakkan transparansi dan akuntabilitas 
untuk sebagian besar. Studi ini, 
bagaimanapun, mengakui bahwa meskipun 
media sosial memiliki tantangan seperti 
kerentanan terhadap penyalahgunaan dan 
penodaan; ini dapat diminimalkan secara 
efektif jika tidak dihilangkan melalui 
pemantauan yang tepat dan kontrol peraturan 
tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. 
 
D. KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan penelitian ini, 
dapat disimpulkan bahwa sebanyak 
1.388.221 tweet terkumpul di Twitter dengan 
tweet “Demokrasi dan Kebebasan 
Berpendapat”. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa respon masyarakat 
terhadap demokrasi dan kebebasan 
berpendapat selama tahun 2021 adalah positif 
dengan 54%, 43% merespon negatif, dan 
sisanya merespon netral sebesar 3%. Dengan 
demikian media sosial memfasilitasi 

penciptaan ruang di mana orang dapat 
memahami, berbagi, dan secara interaktif 
merundingkan makna protes melalui dialog 
tentang demokrasi, meskipun data dan 
informasi yang disebarluaskan melalui media 
sosial seperti Twitter dapat dianggap tidak 
dapat diandalkan karena siapa pun yang 
memiliki akun dapat menyebarluaskannya. 
informasi. 

Lebih lanjut, temuan penelitian ini 
menunjukkan bahwa di Indonesia, netizen 
mengomentari berbagai isu, mulai dari isu 
Sara hingga pembubaran organisasi FPI oleh 
pemerintah, serta pandangan netizen 
terhadap sebagian besar aktivis media sosial 
di Indonesia yang menyebarkan, menghasut, 
dan memecah belah bangsa. Sementara itu, 
komentar dari negara Turki kerap menanggapi 
kebijakan Presiden Turki Recep Tayyip 
Erdogan menyusul pengumuman pembukaan 
Pulau Demokrasi dan Kebebasan di laut dekat 
Istanbul pada tahun 2021. Akibatnya, warga 
Turki memiliki perasaan yang saling 
bertentangan tentang kebijakan tersebut. 
kebijakan pemerintah Turki. 

Dengan demikian, media sosial 
memfasilitasi penciptaan ruang di mana orang 
dapat memahami, berbagi, dan secara 
interaktif menegosiasikan makna protes 
melalui dialog tentang demokrasi, bahkan jika 
data dan informasi yang disebarluaskan 
melalui media sosial seperti Twitter dapat 
dianggap tidak dapat dipercaya karena siapa 
pun yang memiliki akun dapat menyebarkan 
informasi. 
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